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#1  Menggerakkan Publik:
Analisis Wacana Dalam Transisi Kurikulum
Indonesia Ke Pendidikan Berbasis
Kompetensi

Kristian Tamtomo

1. Pendahuluan: Wacana dalam kebijakan pendi-
dikan

K ebijakan pendidikan, termasuk kebijakan kurikulum, me-
rupakan suatu bentuk kebijakan publik. Penggunaan bahasa dan
wacana dalam kebijakan publik merupakan bentuk-bentuk praktik
sosial dan bahasa berotoritas yang mendefinisikan bagaimana pub-
lilk harus bertindak dan aturan apa yang perlu diikuti (Woodside-
Jir0an2003:174). Pakar analisis wacana Norman Fairclough menilai
bahwa wacana politik dan kebijakan merupakan bentuk paling jelas
dari kekuatan wacana (atau penggunaan bahasa) dalam memben-
tuk kenyataan sosial (Fairclough dalam Woodside-Jiroan 2003).
Sudut pandang bahwa wacana kebijakan mempunyai kekuatan
lconstruksi sosial bersumber dari formulasi Foucault, yang melihat
bahwa praktik wacana (walau tidak selalu dalam bentuk bahasa)
membangun pengetahuan (knowledge) serta betbagai aspek lain dari
pengetahuan, seperti objek pengetahuan, bentuk diri, hubungan
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sosial, dan kerangka konseptual (Fairclough 1992:39). Analisis wa-
cana yang berpusat pada bahasa (seperti Cameron 2001) menun-
jukkan bagaimana penggunaan bahasa juga berkontribusi pada
pandangan yang diterima begitu saja (taken-for-granted) mengenai
kenyataan sosial. Sedangkan dari sudut pandang pendidikan keri-
tis, Wright (2013) melihat bahwa memperhatikan wacana kebijakan
dalam pendidikan dapat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut
merupakan arena kontestasi. Secara khusus, Wright melihat bah-
wa sudut pandang post-Marxist yang peka terhadap aspck wacana
dulam pendidikan dapat melacak perkembangan wacana dalam ke-
bijakan pendidikan, dari sumber artikulasinya sampai ke diseminasi
ke berbagai tingkat penerapan, di mana terjadi praktik interpretasi,
kontestasi dan modifikast.

Walau kebijakan sering kali mempunyai otoritas karena
dibuat atau diutarakan oleh pelaku atau institusi yang berkuasa,
kebijakan (terutama dalam masyarakat demokratis modern) tetap
perlu untuk dapat “memobilisasi publik pada nilai, tujuan, dan
mode operasi tertentu” (Lankshear 1998:353-354). Sehingga, mi-
rip dengan berbagai bentuk bahasa atau wacana lainnya, kebijakan
tetap harus berusaha supaya pesannya “ditetima’ (#pfake) (Blom-
maert 2005:43) oleh audiens melalui beragam bentuk tekstual dan
praktik sosial. Aspek penggunaan bahasa dalam wacana kebijakan
untuk memobilisasi penerimaan publik inilah yang hendak dibahas
dalam artikel ini. ; '

Ada beberapa studi yang sudah membahas mengenai
bagaimana bahasa dalam kebijakan memobilisasi pesannya dan
bagaimana bahasa kebijakan terhubung dengan kerangka wacana
dan ideologi yang lebih luas. Berbagai studi ini fokus tidak hanya
pada aspek tekstual dari kebijakan, tetapi juga pada proses sosi-
al perumusan kebijakan. Misalnya, Hastings (1998) menggunakan
perspektif konstruktivis untuk melihat proses kebijakan sebagai
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[iroses arpumentasi, yang mengarah pada perlunya analisis tentang
pengpunaan bahasa untuk mengedepankan dan melegitimasi pan-
dangan tentang kondisi sosial. Dalam analisisnya mengenai kebi-
jikan tata kota di Skotlandia, Hastings menunjukkan bahwa narasi
tekstual digunakan untuk mengedepankan cerita persuasif menge-
il “penurunan’” (story of decling) berbagai kota serta perlunya alo-
Kani dana kepada sektor pemerintah dan privat daripada kepada
angpota masyarakat. Hamilton (2001) menggunakan Aefor Neswork
Pheory untuk menganalisis petkembangan International Adult 1it-
#rucy Survey. Hamilton menunjukkan bagaimana hasil survey terse-
bt telah diterjemahkan, dibingkai ulang, dan disederhanakan oleh
betbagai jaringan actor berkuasa, seperti media massa dan lembaga
piemerintahan. Sehingga, hasil survey ini menjadi bentuk kerangka
taslonal kebijakan pendidikan bagi berbagai negara Eropa. Analisis
Hamilton berpusat pada proses wacana di mana suatu dokumen
kebijakan ditumuskan dan menjadi diterima secara luas oleh ber-
bagai lembaga negara dan pendidikan. Collins (2001) membahas
fetorika mengenai standar pendidikan di Ametika, dengan meng-
kaji retotika tekstual kebijakan dan opini guru serta interaksi yang
tercermin dari berbagai teks ini. Retorika pejabat pendidikan me-
munculkan kerangka meta-diskursus yang mencerminkan kolabo-
rasi ideal antara pekerja pendidikan dan manajer dalam ekonomi
haru. Scdaggkan opini para guru memunculkan kerangka meta-
diskursus yang berbeda, di mana mereka lebih peka terhadap hu-
bungan rumit dan kontradiktif antara standar pendidikan, sumber
daya pendidikan, dan ketimpangan sosial. Woodside-Jiroan (2003)
melihat berbagai tingkatan dalam perumusan kebijakan berkontri-
busi dalam menentukan kebijakan mengenai pendidikan membaca
di California. Pada level tekstual, bahasa dokumen kebijakan me-
“naturalisasi” konsep-konsep baru, seperti “pendidikan phonic”

dengan menghubungkannya dengan konsep yang lebih umum, se-
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perti keterampilan mendasat (fundamental skills). Pada aspek prak-

tik wacana, Woodside-Jiroan menunjukkan bagaimana dokumen

kebijakan mengutip kebijakan lain dan penelitian akademis untuk
menghilangkan resistensi terhadap kebijakan baru ini. Pada tingkat
praktik sosial, kebijakan ini mencerminkan bagaimana “kepakaran”
(dari akademisi dan peneliti) sering kali digunakan untuk melegiti-
masi kebijakan.

Berbagai studi ini menunjukkan beberapa hal pokok me-
ngenai analisis bahasa dalam wacana kebijakan. Pertama, semua
studi ini menunjukkan bahwa bahasa berperan penting dalam re-
presentasi agenda kebijakan dalam proses argumentasi. Kedua,
aspek bahasa dan tekstual kebijakan ini biasanya terletak dalam
jatingan praktk sosial yang berkontribusi pada otoritas teks ke-
bijakan. Ketiga, penggunaan bahasa dalam argumentasi kebijakan
merepresentasi kerangka atau ideologi meta-diskursus tentang
pendidikan dan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan persamaan dari berbagai studi di atas, artikel
ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran kebijakan kutikulum
Indonesia menuju pendidikan berbasis kompetensi yang terjadi

pada pertengahan dekade 2000-an. Bagaimana dokumen kebi- -

jakan pendidikan menggunakan bahasa dan praktik wacana un-
tuk mengedepankan argumen dan agendanya? Apa kerangka atau
ideologi meta-discursive yang tercermin dalam bahasa kebijakan?
Bagaimana publik pendidikan (guru serta pengamat pendidikan)

menanggapi retorika kebijakan baru ini?

2. Kerangka analisis: Critical Disconrse Analysis

Artikel ini akan menggunakan Critical Discourse Analysis
(CDA) sebagai kerangka analisis utama dalam membahas doku-
men kebijakan, Pilihan analisis ini mengikuti arah yang sama dari

dua studi yang di-review di atas, yaitu Collins 2001 dan Woodside-
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Jitnan 2003, Kerangka CDA dipilih karena dapat mengarahkan
analinin tidak saja pada aspek tekstual dari kebijakan, namun juga
menghubungkan pada kerangka praktik diskursus, praktik sosial,
dan ldeologi yang lebih luas.

Mengikuti formulasi CDA Fairclough (1992, 2003), analisis
aban didasarkan pada tingkat tekstual dokumen kebijakan, namun
juges akan memperhatikan dua tingkatan lain analisis wacana, yaitu
Higlat praktik wacana (discursive practicé) dan tingkat praktik sosial
ata’g tingkat meta-diskursus. Dalam menganalisis tingkat tekstual,
artileel ini akan melihat pada asumsi dan argumen yang dibangun
Berta representasi proses sosial dan acfor sosial (Fairclough 2003).
Pada tingkat praktik diskursus, analisis akan melihat pada proses
produksi, distribusi, dan konsumsi teks serta hubungan interteks-
fualitas (Fairclough 1992, 2003). Pada tingkat praktik sosial dan
imeta-diskursus, analisis akan melihat penggunaan bahasa seba-

i cara merepresentasikan kenyataan sosial dan hubungan sosial
(Fairclough 2003).

3. Konteks dan latar belakang pendidikan Indone-
s1a

Semenjak kemerdekaan, pendidikan di Indonesia diatur
secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(lxemdikbud). Pengaturan terpusat ini berarti bahwa hampir kese-
luruhan dati kurikulum pendidikan dirancang dan ditentukan oleh
leemdikbud, melalui birokrasi kementerian lewat kantor Dinas
Pendidikan di daerah. Pendidikan Indonesia juga menjadi alat pen-
ting dalam pendidikan ideologi nasional (Bjork 2003), di mana para
guru juga harus melalui pelatihan ideologi.

Menurut Bjork (2003), gerakan menuju desentralisasi
dalam administrasi pendidikan bermula pada akhir 1980-an dan
awal 1990-an sebagai bagian dari tuntutan desentralisasi politik,
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yang merupakan suatu kriteria penting bagi bantuan Bank Du-

nia saat itu (Bjork 2003:189). Pergeseran ini menjadi lebih cepat
setelah krisis ekonomi Asia akhir 1990-an, di mana pemerintah In-

donesia saat itu tertekan secara internal (dati demonstrasi publik)

dan eksternal (dari Bank Dunia dan International Monetary Fund)

untuk melakukan reformasi.

Salah satu dari kebijakan penting yang muncul adalah Un-
dang-undang Desentralisasi tahun 1999. Dalam pendidikan, ge-
rakan reformasi dan desentralisasi muncul dalam Undang-undang
Pendidikan tahun 2003, yang menentukan bahwa Kemdikbud ha-
rus menerapkan reformasi dalam UU Desentralisasi.

Kemdikbud menerbitkan Kurikulum Berbasis Kompetensi

(KBI) melalui Pusat Kurikulum (Puskur) pada tahun 2004 sebagai
penerapan desentralisasi dan reformasi praktik pendidikan. Dua |

aspek penting reformasi pendidikan menurut KBK 2004 adalah:
(1) pendekatan berbasis kompetensi yang berpusat pada siswa, me-
lalui pedagogi praktik, dan penilaian portofolio yang menurut para

pencetus lebih bersifat holistik daripada ujian tertulis tradisional; ‘

dan (2) manajemen berbasis sekolah yang bersifat desentral, de-
ngan otoritas lebih besar pada sekolah dan guru dalam merancang
silabus dan materi pendidikan. Pada saat itu, suatu titik perdebatan
masih bertahan, yaitu adanya Ujian Akhir Nasional sebagai cara
Kemdikbud memonitor standar pendidikan nasional.

Dua tahun setelah keluarnya KBK 2004, Kemdikbud |

memberlakukan kurikulum baru yaitu Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) atau kutikulum 2006. Salah satu pemicu pet-
ubahan kurikulum ini adalah keluarnya Peraturan Pemerintah no-

mor 19, 2005 tentang perlunya standar nasional pendidikan.

Kurikulum KTSP sebenarnya masih menggunakan model |
kompetensi dan materi dari KBK 2004. Perubahan yang ada ha- |

nyalah: (1) adanya Standar Isi dan Standar Kelulusan melalui Per-

atutan Menteri Nomor 22 dan 23, 2006; (2) desentralisasi lebih lan-
jut dari administrasi pendidikan dengan memberikan otoritas pada
Hap “lingkat Satuan Pendidikan” untuk merancang kurikulum
Berdasar standar nasional; (3) pembentukan Badan Standar Nasio-
fial Pendidikan (BSNP) untuk memonitor implementasi kurikulum
E TSP 2000 ini. Kurikulum KTSP 2006 masih berlaku di pendidik-
it dusar dan menengah sampai sekarang, terutama karena adanya
Peraturan Menteri No. 140, 2014 tentang pemberlakuan kembali
TSP dan pemberhentian Kurikulum 2013, setidaknya sampai ta-
hun 2019, -

Sumber materi untuk analisis dalam artikel ini diambil dari
bethagai dokumen resmi Kemdikbud tentang kedua kurikulum
KB 2004 dan KTSP 2006. Analisis untuk KBK 2004 berdasar-
kin serangkaian dokumen dari Pusat Kurikulum yang bertujuan
uiitule sosialisasi kurikulum.

' Pusat Kurikulum. (20032). Kurikulum Berbasis Kompetensi. Ja-
karta: Pusat Studi Departemen Pendidikan Nasional.

: i1 . (2003b). Model Sosialisasi Kurikulum. Jakarta:
PPusat Studi Departemen Pendidikan Nasional.

. . (2003¢). Pengembangan Silabus. Jakarta: Pusat
Studi Departemen Pendidikan Nasional.

. . . (2003d). Kegiatan Belajar Mengajar yang Efekty.
Jakarta: Pusat Studi Departemen Pendidikan Nasional.

. . (2003€). Pengelolaan Kurikulum di Sekolah. Jakar-

ta; Pusat Studi Departemen Pendidikan Nasional.

Untuk kurikulum KTSP 2006, Kemdikbud tidak mener-
hitlan materi sosialisasi sebanyak materi KBK 2004. BSNP hanya
mengeluarkan satu dokumen sebagai panduan formulasi kuriku-
I pada tiap tingkat satuan pendidikan. Standar Isi dan Standar
Kelulusan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Dokumen
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analisis kurikulum KTSP 2006 adalah:

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22, 2006 dan
lampiran,

. Peraturan Menteti Pendidikan Nasional No. 23, 2006 dan
lampiran,

. Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006). Panduan Penyu-
sunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP.

Selain dokumen-dokumen inti ini, artikel ini juga akan me-
lihat opini tertulis guru serta laporan sosialisasi kurikulum yang

terbit dalam media massa Indonesia. Berbagai sumber ini diam- |
bil sebagai ilustrasi mengenai bagaimana aktor publik lain dalam |

sektor pendidikan menanggapi wacana kebijakan yang ada dalam
dokumen kurikulum.

4. Analisis tekstual

Analisis wacana dokumen kebijakan akan berpusat pada |

penggunaan bahasa dalam mengajukan argumen kebijakan dan
dalam legitimasi agenda kebijakan. Kedua kurikulum akan dianalisis

secara terpisah karena perbedaan kemunculannya (KBK 2004 se- |
bagai awal pergeseran ke arah model kompetensi sedangkan KTSP
2006 sebagai pengembangan lebih lanjut dari model ini) juga mem- | |

bawa perbedaan isu yang dikedepankan dalam argumentasinya.

4.1. Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004
4.1.1. Argumen kompetisi global
Walau kritik utama dari dalam negeri mengenai sistem pen-
didikan nasional adalah dorongan untuk mengimplementasi sistem
pendidikan yang lebih humanis dan berpusat pada siswa, hal ini

tidak menjadi alasan utama bagi pemberlakuan KBK 2004. Dalam
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mienjelaskan agenda untuk kurikulum baru, dokumen kebijakan
semberilan argumen yang berdasar pada isu globalisasi, terutama

‘ ﬁéﬁ’ipéﬂsi antarnegara:

Dlalam percaturan global, terutama perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, Indonesia sebagai bagian
lehidupan bangsa di dunia harus senantiasa berupaya
mengimbangl kemajuan tersebut. Bila tidak demikian,
bangsa Indonesia akan tertinggal dan bahkan terkucil
dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Salah satu con-
toh adalah hasil penelitian di Asia tentang penyelengga-
raan pendidikan di setiap negara. Ternyata hasilnya cukup
mengharukan bahwa Indonesia berada pada peringkat
ketipabelas setelah Vietnam (Mendikbud, 2002). Bangsa
Indonesia harus membangun diri untuk bisa bersaing
dalam banyak hal, karena itu peningkatan mutu sumber
daya manusia harus menjadi prioritas pertama (Pusat
Kurikulum 2003a:5).

Asumsi tentang apa yang ada, atau exittential assumption
(Faliclough 2003:55) yang muncul di sini, adalah adanya suatu
Eampetisi global dan Indonesia ada dalam kompetisi tersebut. Ar-
giinen cksistensial ini mencerminkan wacana globalisme (discourse
gf Wlobalism) yang cenderung menekankan aspek integrasi pasar glo-
Bl din kompetisi tenaga kerja sebagai hal penting dalam globalisa-
&i (Fairclough 2006). Selain kurikulum baru, argumen eksistensial
wicana globalisme ini juga membawa kepada berbagai kebijakan
pendidikan lain, misalnya tentang Sekolah Bertaraf Internasional
(8B1) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang
iengedepankan penggunaan bahasa Inggris dalam pengajaran se-
bl cara menghadapi kompetisi global (Coleman 2011).

Asumsi tentang apa yang akan terjadi, atau proposition-
ol assumption (Fairclough 2003:55) yang muncul, adalah bahwa
kepapalan untuk bersaing secara global akan mémbuat Indone-

&ii tertinggal dari negara lain, atau bahwa lulusan sekolah tidak
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akan mampu bersaing dengan lulusan dari negara lain” (Pusat
Kurikulum 2003b:5).

untuk bisa bertahan dalam kompetisi internasional. Contoh me-
ngenai hasil penelitian pendidikan di Asia digunakan sebagai bukti
tambahan mengenai perlunya mengejar kompetisi global ini.

dalam tiga dokumen yang dikeluatkan oleh Pusat Kurikulum, se-

argumen bahwa pendekatan berbasis kompetensi akan memberi-
kan pendidikan yang holistic yang dapat mengembangkan keca-
kapan hidup (/e skl [sic]) yang penting bagi persaingan global.

... upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan
secara menyeluruh yang mencakup pengembangan di-
mensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek
moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan,
seni, olah raga, dan perilaku. Pengembangan aspek-aspek
tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembang-
an kecakapan hidup (4fe skill) yang diwujudkan melalui
pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hi-
dup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. De-
ngan demikian, peserta didik memiliki ketangguhan, ke-
manditian, dan jati diri yang dikembangkan melalui pem-
belajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara berta-
hap dan berkesinambungan (Pusat Kurikulum 2003a:7).

Pernyataan ini mempunyai dua fungsi. Pertama, ia me-
“naturalisasi” (Woodside-Jiroan 2003) konsep baru kurikulum bet-
basis kompetensi dengan istilah yang lebih umum, yaitu kecakapan

Asumsi tentang apa yang bernilai baik, atau value assumption
(Fairclough 2003:55) yang muncul, adalah Indonesia perlu menge-
jar perkembangan global dalam teknologi dan ilmu pengetahuan |

Pernyataan mengenai tantangan globalisasi ini muncul

hingga menempatkan globalisasi sebagai salah satu alasan dan tu- |
juan kunci dari reformasi pendidikan. Berbagai dokumen ini kemu-
dian menghubungkan tantangan globalisasi dengan KBK dengan

i, bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan sebagainya. Kedua,
Bfﬁﬁﬁ ini berfungsi sebagai warrant atau pernyataan pendu-
_ (F_ah‘é]r;mgh 2003:81) yang nanti akan menjustifikasi bahwa
% adalah cara terbaik untuk pendidikan Indonesia dalam kom-
_ | global. Warrant ini lebih diperkuat dengan pertanyaan lebih
it hahwa dengan mengadopsi KBK, Indonesia sebenarnya
il praktik negara-negara lain, termasuk negara maju, walau
¢ el negara yang secara khusus disebut.

Negara-negara berkembang dan negara maju di hampir
seluruh dunia sekarang ini tengah berupaya meningkatkan
kualitas pendidikannya dengan mengembangkan Kuriku-
lum Berbasis Kompetensi (Pusat Kurikulum 2003a:8).

: Bentuk argumentasi teks ini adalah suatu “legitimasi melalui
Fasinnalisasi”’ (Fairclough 2003:98) dari agenda kebijakan. Pada teks,
geﬁda kebijakan dirasionalkan dengan pertama-tama menyatakan
- Baliwa masalah pendidikan Indonesia adalah ketidakmampuan
untuk hersaing secara global. Kemudian, model KBK dikedepan-
ﬁﬁ sebagai model pendidikan yang lebih cocok untuk persaingan
.;;EQEEJ ini karena negara-negara maju juga menggunakannya. Yang
g?giﬁdi di sini adalah suatu bentuk “logika penampilan”(Fairclough
A003,95) di mana teks menyajikan bukti mengenai suatu masalah
Bamun tidak menjelaskan secara eksplisit penyebab masalah terse-
it Masalah mengenai tertinggalnya pendidikan Indonesia diban-
.é;ﬁgliau negara lain tidak dijelaskan sepenuhnya selain dengan
Afgumen bahwa Indonesia menggunakan model pendidikan yang
g Fetlngpalan zaman.
Penutup argumen mengenai masalah pendidikan di Indo-
#Healn ini adalah pernyataan bahwa KBK merupakan “resep instan”
liagl tantangan globalisasi dan masalah pendidikan Indonesia.

KENDURI PENDIDIKAN « 11
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Perangkat Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan
resep instan terhadap masa depan bangsa Indonesia
di mata dunia, kondisi bangsa saat ini, kondisi sekolah,
kondisi guru, serta keberagaman anak didik dengan se-
gala kecepatan dan kelambanannya (Pusat Kurikulum
2003a:6, cetak tebal dari saya).

4.1.2. Representasi proses sosial dan aktor sosial

Hampir semua dokumen kebijakan KBK 2004 (Pusat
Kurikulum 2003a, 2003b, 2003d) secara konsisten mengutip UU
Desentralisasi tahun 1999 sebagai mandat utama dalam mengata- |
kan bahwa kurikulum tersebut mencerminkan desentralisasi dan |
demokratisasi pendidikan. Dokumen kurikulum ini mendekatkan
dirl dengan mode baru pemetintahan disentralisasi dengan cara;

mengkritik praktik-praktik lama sentralisasi pendidikan.

.. selama ini kebijakan pengembang pendidikan dilaku-
kan secara terpusat (sentralistik), di mana semua kebi-
jakan mulai dari kutikulum sampai pedoman pelaksanaan
teknis ditangani oleh pusat (Pusat Kurikulum 2003a:9).

. mutu pendidikan kita di segala jenjang dan satuan
pendidikan terus merosot. Dari berbagai analisis diya-
kini bahwa salah satu faktor penyebab masalah tersebut
adalah terpusatnya pengambilan keputusan dalam bidang
pendidikan sehingga sering terjadi kebijakan yang dike-
luarkan tidak sesuai dengan kondisi daerah atau sekolah
setempat (Pusat Kurikulum 2003e:5).

Akan tetapi, berbagai dokumen ini melontatkan kritik
menggunakan kalimat pasif (hal yang lazim dalam tulisan formal
di Indonesia) yang tidak menyebut aktor utama dari administra-
si sentralistik masa lalu tersebut. Dokumen-dokumen ini tidak
mengidentifikasi secara jelas siapa “pusat”, sehingga mengabut-
kan apakah ada hubungan antara institusi penulis dokumen (Pusat

KENDURI PENDIDIKAN « 13

dan birokrasi pendidikan masa lalu tersebut (Kemdik-
A Pusat Kurikulum menjadi bagian). Di sisi lain, doku-
hen ini secara jelas menyebutkan bahwa guru adalah ak-
s dulam proses pendidikan, terutama dalam praktik masa
metela kritik sebagai bermasalah.

Dalai pikiran kebanyakan prakdsi pendidikan, makna
i lakikat belajar seting kali hanya diartikan sebagai
i cnerimaan informasi dari sumber informasi (guru dan
ki pelajaran). Akibatnya, guru masih memaknai kegiat-

an mengajar sebagai kegiatan transfer informasi dari guru
ke slswa. Untuk keperluan implementasi KBM yang ber-
Auansn KBK, guru perlu melakukan pembalikan makna
lin hakikat belajar (Pusat Kurikulum 2003c:7-8).

Dua dokumen KBK 2004 (Pusat Kurikulum 2003b ten-
sonlalisasi kurikulum dan Pusat Kurikulum 2003c tentang
menjelaskan peran tiap tingkatan birokrasi pemerintahan
penerapan proses sosialisasi dan perencanaan. Pada tahap
181, birokrasi pendidikan (baik pusat Kemdikbud maupun
Pendidikan daerah) mempunyai tanggung jawab untuk
organisasi, dan pendanaan lokakarya dan pelatihan me-
inplementasi KBK 2004. Target utama dati proses sosia-
aclalah para guru, baik di dalam sckolah atau dalam asosiasi
Dokumen-dokumen ini menjelaskan bahwa para guru ini-
i diharapkan oleh perumus untuk hadir dalam sosialisasi
mudian mengembangkan silabus tingkat lokal dan tingkat
. Schingga, walau dokumen-dokumen ini membahas peran
8l pendidikan, sebagian besar dari dokumen ini, terutama
s membahas praktik pendidikan di sekolah dan di kelas (seperti
ISutikulum 2003c, 2003d, dan 2003e), sepenuhnya berpusat
perubahan dan aktivitas baru yang perlu dipersiapkan oleh
i untuk menjalankan KBK 2004.
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abtor pendidikan dalam KBK 2004 (Pusat Kurikulum 20032:10)

Ini membebankan pekerjaan reformasi pendidikan, baik
unjukkan adanya peminjaman langsung istilah dasi bahasa Ing-

dalam desentralisasi manajemen sekolah dan dalam proses belajar-
mengajar, pada para guru. Walau ini memang praktik dalam kegi-
atan di kelas, namun dokumen-dokumen ini memposisikan guru
sebagai objek utama dari reformasi kurikulum, sedangkan aktor-
aktor lain dalam birokrasi pendidikan menjalankan peran peng-

awas dan pendukung Nanti, kita akan melihat bagaimana para
guru menanggapi dan memahami posisi mereka dalam kurikulum §

Penggunaan istilah dati bahasa Inggris ini menunjuk pada
_ Eérﬂpu strategi wacana. Pertama, menurut antropolog linguistik
?gggh Frrington (2000), penggunaan bahasa Inggtis dapat bet-
untuk menunjukkan bahwa para perumus dokumen ini me-
il status khusus sebagai “pakat” karena mereka memiliki akses
il hahasa asing dan istilah teknis pendidikan yang mungkin ti-

baru ini, ,
dimiliki oleh orang lain. Seperti yang diungkapkan Woodside-

4.1.3. Pemakaian istilah bahasa Inggris Ail (2003), referensi pada pakar atau sumber-sumber akademis

Salah satu ciri yang mencolok dari dokumen-dokumen
KB 2004 adalah penggunaan berbagai istilah dalam bahasa Ing-
gris mengenai berbagai konsep kunci dari kerangka konseptual
pedagogis kurikulum. Penggunaan bahasa Inggris dalam komuni-
kasi publik memang sudah menjadi praktik yang tersebar luas, baik
di dalam media massa, di kalangan pejabat, maupun dalam berba-
gai konteks komunikasi publik (Sneddon 2003: bab 9).

Dalam beberapa bagian dari dokumen-dokumen KBK
2004, istilah bahasa Inggris dipakai bersamaan, biasanya dalam
tanda kurung, dengan padanan istilah bahasa Indonesianya. Seba-

gpakan salah satu cara perumus dokumen kebijakan melegiti-

ﬂ_gémla kebijakan mereka. Kedua, jenis istilah Inggris yang
lan juga berfungsi sebagai upaya untuk menunjukkan sudut
pafidang pedagogis yang berguna untuk melegitimasi agenda ke-
Bijakan, dengan memunculkan afinitas pada perkembangan teori
lilkan serta praktik manajemen pembangunan global. Misal-
liethagai dokumen ini mengutip istilah pedagogis yang mere-
Efﬁbﬂ dari sudut pandang konstruktivis, yang juga terlihat dari
siber referensi mereka.! Selain itu, penggunaan istilah stakeholder
ipakan upaya untuk menunjukkan afinitas pada praktik pem-
it unan partisipatoris dan desentralistis.? Dengan strategi teks-
iiil, dokumen kebijakan bermaksud untuk mengedepankan

Meskipun anak itu unik karena memiliki keragaman ka- agenda kebijakannya menanggapi fhitarhasy | Al o geri
rakteristik, mereka memiliki kesamaan karena sama-sama !
memiliki: sikap ingin tahu (curiosity), sikap kreatif (creativ-
ity), sikap sebagai pelajar aktif (active learner), dan sikap se-
bagai scorang pengambil keputusan (decision maker) (Pusat
Kurikulum 2003d:12).

it desentralisasi dan reformasi menuju pendidikan humanis.

Wakumen kebijakan mengutip Brooks, ].G. & Brooks, M.G. (1993) Ix
;f ﬁ!fli of Understanding: the Case for Constructivist Classrooms. USA: ASCD [sic]
é3§ juga larlen, W, (ed.) (1987) Primary science. . . taking the plunge. London:
~ Helnemann,
Pada bagian lain, dokumen-dokumen ini juga mengguna-#  “&iilah ukebolder pertama kali digunakan dalam manajemen organisasi
Bisnls (misalnya Freeman 1984 atau Donaldson dan Preston 1995), namun

: o ; EEkarﬁng sudah lazim digunakan dalam praktik pro b
A1 3 : ; % gram pembangunan
nya, penggunaan stakeholder dalam menjelaskan posisi dari berbagai BRNRR e (riselnge Flemmati ot al. 2002),

kan istilah bahasa Inggris tanpa padanan bahasa Indonesia. Misal-
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4.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 | 1 dokumen-dokumen sosialiasi KBK 2004. Peraturan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 mun-
cul dari Peraturan Pemerintah No. 19, 2005 mengenai perlunya
standar nasional pendidikan. Ini membawa pada pembentukan
BSNP berdasarkan Peraturan Menteri 22 dan 23, 2006 serta modi-
fikasi dari KBK 2004 untuk lebih menekankan standar nasional
dan desentralisasi implementasi kurikulum pada tingkat satuan

pendidikan.

dlak lagi memberikan argumen untuk menjelaskan alas-
L IRTSP 2006, Permen ini mereferensi produk hukum sebe-
Yultu Peraturan Pemerintah no. 19, 2005 sebagai landasan
lisl K'I'SP 2006. Bentuk legitimasi seperti ini lebih berupa
fanl melalui otoritas legal” (Fmrclough 2003:98) daripada
il ulasan dan rasionalisasi seperti halnya yang terjadi pada

2004,

4.2.1. Genre dokumen kebijakan :
Jika dokumen kebijakan KBK 2004 berbentuk dokumen
sosialisasi untuk guru dan praktisi pendidikan, maka dokumen
kunci KTSP 2006 berbentuk Peraturan Menteri (Peraturan Men-
teri Pendidikan Nasional No. 22 dan No. 23, 20006). Sifat Jegalistic
dati Peraturan Menteri menunjukkan bahwa ini merupakan kepu- |

Representasi desentralisasi

Jika KBK 2004 berargumen bahwa reformasi pendidikan
ki karcna tantangan globalisasi, maka KTSP 2006 meng-
-f*&ggumen bahwa variasi kondisi lokal pendidikan perlu di-
. Dalam menjelaskan berbagai prinsip pengembangan
30@6 dokumen panduan menyatakan, antara lain;

tusan akhir dari Kemdikbud. Kedua Permen ini menggunakan kata ]
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kera-
_g&man karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang

an jenis pendidikan, serta menghargai dan udak diskri-
minatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat is-
tiaclat, status sosial ekonomi, dan gcnder.

“memutuskan” dan “menetapkan”untuk secara jelas menyatakan
keputusan menteri mengenai implementasi standar isi dan kelulus-
an sebagai suatu yang secara hukum tegas dan mengikat. |

MEMUTUSKAN : [Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan ke-

pentingan nasional dan daerah ... (Badan Standar Nasio-
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN il Pendidikan 2006:3-4).
NASIONAL TENTANG STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN UNTUK Dokumen BSNP ini menyatakan bahwa implementasi

SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN ‘ 1* 2006 harus dipandu tidak hanya oleh kebutuhan dunia ketja,
MENENGAH. ] junan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, namun

aiéh beragam ciri dan potensi lokal serta sifat tingkat satu-
eiiclidikan atau sekolah (Badan Standar Nasional Pendidikan
5:6). Ini menunjukkan bahwa pada K'TSP 2006, masalah de-
sasi muncul sebagai tantangan penting,

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22, 2006)

Genre legal ini merupakan bentuk teks yang lebih otoritatif -
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423 Representast aktor sosial

KTSP 2006 merepresentasikan betbagai aktor pendidik-
an dengan cara yang mitip dengan KBK 2004. Sekali lagi, tatget -

utama dari kurikulum adalah para guru, yang discbut oleh doku-
men sebagai pemeran utama dalam pengembangan KTSP 2006 di
tingkat sekolah.

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru
secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah seko-
lah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru
i Peljaran (MGMP) atau pada Pusat Kegiatan Guru
dan Dinas Pendidikan (BSNP 2006:13).

dalam peran koordinasi dan supervisi.

FTSP dikembanglan sesuai dengan relevansinya oleh se-
tiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite seko-
lah di bawah koordinasi dan supetvisi Dinas Pendidikan
atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota un-
tuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan me-
nengah (BSNP 2006:3).

Seperti halnya dengan KBK 2004, walau representasi pe- ‘
ran guru dan birokrasi pendidikan mencerminkan praktik adminis-

trasi pendidikan di Indonesia, kita akan lihat nanti bagaimana guru
menanggapi dan memahami peran mereka dalam kurikulum ini.

5. Analisis praktik diskursif
Analisis praktik diskursif berpusat pada proses produksi,

distribusi, dan konsumsi teks (Fairclough 1992:78). Fairclough

menjelaskan bahwa salah satu hal yang penting pada tingkat anali-
sis ini adalah pemahaman mengenai:

I 49—

i biralesasi pendidikan (seperti Dinas Pen-

I .. Saciocagnitive dimensions of text production and consumption,
wlich center upon the interplay between members’ resources which
discourse participants have internalized and bring with them to fext
processing, and the text itself as a set of ‘traces’ of the production
process, or a set of ‘cues’ for the interpretation process (1992:80).

... dimensi sosio-kognitif dari produksi dan konsumsi
{cks, yang berpusat pada interaksi antara sumber daya
pelaku yang sudah diinternalisasi oleh partisipan wacana
dan yang mereka bawa ke pengolahan teks, dan teks itu
sendiri sebagai seperangkat ejak’ proses produksi, atau
seperangkat ‘petunjuk’ untuk proses interpretasi.

Schingga, analisis pada bagian ini akan melihat bagaimana
dolumen dari KBK 2004 dan KTSP 2006 membawa jejak proses
piradulsi mereka serta bagaimana beberapa contoh audiens doku-
fien menanggapi pesan yang dibawa oleh berbagai teks ini.

5.1, Intertekstualitas

Pemahaman mengenai intertekstualitas di sini akan meng-
{luti pandangan Bakhtin, yang melihat bahwa “teks adalah suatu
lhubungan dalam rantai komunikasi vetbal ... seperti sebuah ba-
lasan dalam dialog; ia berhubungan dengan karya atau ucapan lain”
(Hakhtin 2006: 102). Memperhatikan intertekstualitas dapat meng-
iitigkap bagaimana berbagai dokumen ini berdialog dengan doku-
fien atau wacana lain,

Bentuk intertekstualitas yang tetlihat baik pada KBK 2004
imaupun KTSP 2006 adalah bagaimana dokumen dari kedua kuri-
lulum tersebut mereferensi beberapa legislasi kunci, seperti Un-
dang-undang Desentralisasi 1999, Undang-undang Pendidikan
3003, dan Peraturan Pemerintah No. 19, 2005 mengenai Standar
Masional Pendidikan. Praktik wacana ini berfungsi untuk menjelas-
[ean bahwa berbagai dokumen kurikulum merupakan bagian dari

pantai legislasi. Ini memperkuat argumen bahwa kedua kurileuturm

KENDURI PENDIDIKAN = 19
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1 tingleat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan,
asi pemerintah di bidang pendidikan. Berbagai ke-
i dokumen ini kemudian tersalurkan kepada para guru
idla tingkat paling bawah dalam hierarki administrasi
Proses sosialisasi dan distribusi dokumen kebijakan
an bahwa walau reformasi kurikulum KBK 2004
2006 melibatkan aspek desentralisasi pendidikan, pro-

ini adalah bagian yang kohesif dari proses reformasi pemetintahan;
Indonesia yang lebih luas.

Namun, KBK 2004 dan KTSP 2006 menunjukkan dua
bentuk berbeda dalam cara berdialog dengan teks atau wacana
lain. Pada seri dokumen KBK 2004, terdapat suara yang mengkri-
tisi praktik administrasi terpusat era sebelumnya serta suara yang
berotientasi pada ide-ide kontemporer tentang pendidikan progre-
sif dan pembangunan global. Sedangkan format Peraturan Men-
teri pada KTSP 2006 membatasi dialog dengan teks lain dan lebih.
menunjukkan suara monologis pemerintah yang berotoritas.

ah reformasi ini bersumber dari pemerintah pusat
- melalui struktur administrasi pendidikan yang sen-

5.2. Proses sosialisasi dan distribusi dokumen kebijakan |

Dokumen-dokumen kedua kurikulum memposisikan guru Im‘m hoonthl |-

'nng_lm Pusat

sebagai tujuan utama dari perubahan kurikulum. Guru menjad )
i by i N Kasubdin/Kasi « Tim Perkayasa
pembaca atau audiens utama yang dituju oleh berbagai doku-- Kurikulum Kurtkvlura
v AL et B~ * Pengawas
men kebijakan ini. Model sosialisasi KBK 2004, pada Gambar 1.1 . ‘ll,‘lr'l;jh:m
] (4 an
berikut (dari Pusat Kurikulum 2003b: 11), menunjukan alur dis-
tribusi dokumen dari Kemdikbud kepada para pembaca utama. Kasubdin/Kasi |Ke  Detigaia
e : ; s 4 o Kurikul .
Dokumen-dokumen ini mengalir melalui berbagai tingkat h1erark1‘ e i . gﬁgﬁ%ﬂ{pﬁ
. i & ; il ! . M
birokrasi, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan Pblcﬂma:’:nd
sampai ke tingkat sekolah. _ s
Model distribusi teks ini justru menunjukkan ambivalcns e A P
dari proses desentralisasi dalam struktur terpusat atau sentralisti§ Tl Maen
dari birokrasi pendidikan. Walau KBK 2004 dan KTSP 2006 sa- Pt
ma-sama menekankan desentralisasi, proses penerapan desentral
e ; e ai st \ Wa, KasckBid, |+ Guru
isasi ini, melalui struktur distribusi dokumen dan sosialisasi, justru Kur. o Tata Usaha
mencerminkan proses atau praktik sentralistis birokrasi. Proses IE,":;S;':’“"

pada diagram Gambar 1.1 menunjukkan bahwa awal formulasi ke
bijakan kurikulum, termasuk aspek desentralisasi administrasi pen
didikan, bermuara pada Kemdikbud pusat atau nasional. Bf:rba,g'j
kebijakan kurikulum ini kemudian mengalir ke tingkat-tingkat di

Crambar 1.1: Model sosialisasi kurikulum
(Sumber: Pusat Kurikulum 2003b p.11)
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5.3. Reaksi aktor lain terhadap wacana kebijakan
Menghadapi model baru pendidikan betbasis kompetensi

yang mulai dicanangkan lewat KBK 2004 dan kemudian diberi
standardisasi lewat K'TSP 2006, para guru cenderung menanggapl
secara positif dan optimis. Mereka melihat bahwa model kompe-
tensi dapat membetikan guru “peluang untuk menggunakan dan
mengembangkan kreativitas mereka” (Pudjinoegroho 2003). Na-
mun, para guru juga khawatir dan berhati-hati dalam menanggapi

engamatan penulis, ternyata di banyak tempat guru
i slap dengan KBK, bahkan beberapa masih bingung
ini sebenarnya bagaimana. Memang, sekolah yang
i dan terlebih di kota besar, karena situasinya yang
untungkan, dapat sungguh mempersiapkan guru
- dengan baik dan KBK dapat betjalan dengan lancar. Na-
~ mun, di berbagai sekolah, terlebih di pelosok yang jauh
~elatl fastlitas dan ahli, banyak guru tidak siap. Mercka ma-
- &l hingung bagaimana mengajar dengan model KBK
~ (Buparno 2005:xi-xii).
peran utama mereka dalam model kompetensi kurikulum ini. Bagt ‘

Haul lain yang ditanggapi oleh para guru adalah masih ada-
iteacdiksi antara aspek desentralisasi kurikulum dan praktik

mereka, pelatihan guru serta peningkatan kemampuan guru mes

mainkan peran kunci dalam keberhasilan model baru pendidikan

til sani dalam bentuk Ujian Nasional. Beberapa guru merasa

¢le pendidikan progresif yang ditawarkan oleh model

Usaha untuk memberdayakan guru agar mampu membe-
lajarkan siswa dengan paradigma baru bersamaan dengan
diberlakukannya KBK nanti adalah kunci sukses bagi
peningkatan kualitas pendidikan (Listiyono 2002).

il kurikulum baru ini akan menjadi tidak bermakna jika
it dari pendidikan harus melalui evaluasi nasional dalam
tes standar.

~ Alian tetapi, kalau nilai UAN yang dijadikan patokan,
percuma kami melakukan itu semua. Percuma saya me-
~ngondisikan siswa untuk berusaha menerapkan materi
~ matematika dalam kehidupan praktis sehati-hari. Untuk
~ memperoleh nilai UAN yang tinggi, tidak perlu repot-
- fepot menerapkan pembelajaran kontekstual, tidak perlu
~ menpgunakan alat peraga, dan tidak petlu mengaitkan
fiiteri pembelajaran dengan kebutuhan anak didik. Di
lelay 111, kita tinggal melakukan drilling, berulang-ulang, -
~ penghafalan rumus di luar kepala dan melakukan uji coba
- achanyak mungkin. Dijamin prestasi UAN akan tinggi.
Minimal sudah cukup untuk mengatasi waswas akan ada-
fiya siswa yang tidak lulus (Mulyoto 2005).

.. sesempurna apa pun inovasi pendidikan dan model
pengajaran, ia tak akan berarti apabila tidak ditkuti pem-
berdayaan guru (Purwoko 2002).

3

Reaksi para guru ini menunjukan suatu kesadaran akan tan-
tangan yang ada dalam praktik implementasi model baru pengajat-
an dan administrasi pendidikan, baik dari segi sumber daya ma-
nusia maupun dari segi fasilitas pendidikan. Pengamat pendidikan
Paul Suparno (2005) menilai bahwa ada banyak guru, terutama dari
daerah non-urban, belum sepenuhnya memahami kurikulum ber-
basis kompetensi saat pertama kali diterapkan pada tahun 2004, 2
Dengan kata lain, ada potensi ketimpangan sosial yang dapat Reaksi - | ; _
muncul dalam implementasi tuntutan praktik pendidikan kuriku- L e menunjuklan bahwa sebagian dari me-

: il : & saddar ukan adanya hubungan yang rumit antara kurikulum dan
lum berbasis kompetensi ini. £ :
lan pendidikan. Sebagian guru ini juga sadar akan hubungan

ktif antara kompetensi, desentralisasi dan standar nasio-
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nal. Namun, perlu kita catat bahwa sebagian guru ini tidak mem- win perspektif ini, berbagai ide pendidikan progresif juga
pertanyakan pandangan Pusat Kurikulum bahwa berbagai pef=
ubahan dalam pendidikan Indonesia ini perlu untuk menghadapt
tantangan kompetisi global. Penelitian Collins (2001) mengenal
wacana standar pendidikan di Amerika Serikat juga menemuka !
hal yang mirip: para guru tidak mempertanyakan bahwa isu pents
ingnya standar pendidikan adalah karena adanya persaingan glob"'
dan bahwa pendidikan berfungsi untuk menghasilkan lulusan yang

bersaing dalam kompetisi global ini.

leh dokumen kutikulum. Selain itu, dokumen kurikulum
worong desentralisasi otoritas dan pendanaan pendidikan,
| tpaya menanggapi tuntutan internal-domestik serta tun-
chaternal dari berbagai paket paska-krisis ekonomi institusi
plobal seperti Bank Dunia dan IMF (Kristiansen and Pra-
H06), Namun, dokumen kurikulum juga tetap mengutarakan
ya pemerintah pusat sebagai penentu dan penilai standar
al pendidikan, baik dalam bentuk standar isi maupun standar
1, dari kurikulum berbasis kompetensi sekarang ini.

6. Analisis meta-diskursif Berbagai tanggapan dari guru menunjukkan bahwa wacana

Berdasarkan analisis tekstual serta analisis praktik diskut -

sif terhadap betrbagai dokumen kebijakan kurikulum KBK 2004
dan K'TSP 2006, maka ada beberapa kerangka meta-diskursif atad
kerangka ideologis yang muncul dalam berbagai dokumen ini. '
1. Dokumen kurikulum mencerminkan bahwa masalah pendi-
dikan Indonesia adalah tantangan dalam menghadapi kom-3

1 kurikulum telah dapat memobilisasi publik untuk mene-
topik meta-diskursif pertama, yaitu bahwa tantangan pendi-
ki adalah untuk menghadapi kompetisi global. Para guru tidak
ipetimasalahkan aspek ini, yang menunjukkan bahwa tema me-
iskuirsif mengenai pendidikan sebagai pemasok lulusan kepada
a6t lkerja global yang kompetitif sudah menjadi hal yang diterima

petisi global layalk luas. Hal ini mencerminkan dominasi pola pikir eko-

2 Pendidikan berbasis kompetensi, yang melibatkan aspek
pendidikan Aafistic, humanis, dan progresif, dicanangkan se-
bagai cara menghadapi tantangan globalisasi, dengan admi-

neo-liberal secara global mengenai tatanan sosial-eckonomi
dan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan, yang telah di-
blan oleh berbagai pemerhati pendidikan serta pelaku pen-
kritis (misal Collins 2001, Apple 2007, Hill 2010). Diteri-

nistrasi yang desentralistis serta dengan guru sebagai aktor
' 4 sudut pandang ini sebenarnya berhubungan dengan berba-

utama penerapan kurikulum.

3. Namun, pemerintah pusat, lewat Kemdikbud dan BSNP, mitan, ketimpangan, dan kontradiksi yang terungkap dari

tetap berperan sebagai penentu dan penilai standar nasional gan guru dan pemerhati pendidikan terhadap aspek pene-

pendidikan. dati usulan kurikulum berbasis kompetensi, desentralisasi

dikan dan standar nasional pendidikan.
Kerangka meta-diskursif mengenai kompetisi global terli Tanggapan para guru menunjukkan bahwa mereka lebih
hat sebagai dasar argumen dari reformasi kurikulum dalam KBE \geapi aspek proposal kebijakan kurikulum mengenai pene-
2004. Untuk menghadapi tantangan kompetisi global ini, maki

perspektif pendidikan berbasis kompetensi diajukan sebagai solu

secara desentralisasi pendidikan betbasis kompetensi dan
pemerintah pusat pada standar pendidikan’ nasional. Tang-
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gapan para guru menunjukkan adanya pemahaman berbeda terha-; an audiens kepada agenda mereka, baru (hanya) menangkap
o permukaan dari implementasi kebijakan. Observasi langsung
penelitian lapangan (seperti oleh Bjork 2003) tentunya akan

ttikin pambaran lebih jelas dan mendalam dari relasi sosial

dap dua tema meta-diskursif ini, dibandingkan dengan pandangan
perumus kebijakan kurikulum, yang melihat bahwa proposal kebi--

jakan mereka merupakan “resep instan” bagi masalah pendidikan

di Indonesia. Bagi para guru dan pemerhati pendidikan, masih ada prosen negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pro-

kﬂbﬁakﬂn Walau demikian, beketja dengan berbagai dokumen

BE

berbagai kerumitan, ketimpangan, dan kontradiksi yang perlu dlpa-‘

hami dan dihadapi dalam penerapan kebijakan kurikulum baru ini. I “jejak-jejak” dari praktik sosial setidaknya memungkinkan

Berbagai kerumitan dan ketimpangan ini muncul, baik dari kondisi. "ambaran awal tentang berbagai tingkat dan kerumitan dari

il kebijakan pendidikan. Dengan menganalisis teks kebi-
penelid dapat melihat berbagai cara tekstual dokumen-do-

sumber daya sekolah maupun dari kondisi para guru sendiri. Pemer-
hati pendidikan (misalnya Suparno 2005 dan Bjork 2004:257) me- 1

lihat bahwa tanpa adanya dukungan atau perubahan pada kondisi. 1 ini menyampaikan argumen mereka untuk menggeraklkan

sekolah dan guru, maka para guru hanya akan menerapkan metode ik lkepada agenda kebijakan. Memperhatikan cara audiens yang

baru kurikulum dan instruksi dari pusat secara “di atas kertas” i kebijakan dalam menanggapi pesan kebijakan, memberikan

pan kepada konteks sosial lebih luas mengenai penerimaan
fictapan kebijakan lebih lanjut.

tanpa terlalu banyak mengubah praktik dan struktur pendidikan
di sekolah mereka. Desentralisasi pendidikan sendiri, terutama se- |
cara finansial, sebenarnya juga membawa berbagai kerumitan dan Dalam konteks reformasi dan transisi kurikulum di Indo-
masalah. Kristiansen dan Pratikno (2006:520) menunjukkan bahwa

desentralisasi finansial pendidikan justru memperlebar perbedaan

analisis tekstual dan diskursif menunjukkan bahwa berba-
i dokumen kurikulum memunculkan tiga kerangka atau tema

investasi pendidikan antara daerah urban dan rural. Studi mereka | liskursif, yaitu (1) perlunya pendidikan Indonesian mengejar

juga menunjukkan bahwa ongkos pendidikan meningkat setelah senghadapi kompetisi global, (2) dengan cara menggunakan

desentralisasi, di mana keluarga miskin dapat menghabiskan sam- i berbasis kompetensi dan desentralisasi pendidikan, dan
pai 40% dari pemasukan mereka untuk pendidikan (2006: 527). Di-

sisi lain, para guru dan pemerhati pendidikan cenderung kritis ter- |

standar isi dan kompetensi yang ditentukan dan dinilai
dilbud. Analisis juga menunjukkan adanya berbagai po-
hadap peran sentralistis pendidikan dalam evaluasi standar nasional mitan dan kontradiksi antara ketiga tema meta-diskursif

pendidikan melalui Ujian Nasional, yang menurut mereka berla- 5313'3}‘- pencrapan pendidikan betbasis kompetensi serta
a8l manajemen pendidikan, masih ada ambiguitas me-

wanan dengan ide pendidikan progresif yang ditawarkan dalam:
1 Hiubungan pusat dan daerah serta berbagai potensi ketim-

dokumen kebijakan kurikulum.
sosial dalam penerapan, terutama berdasarkan kondisi

heragam di antara para guru dan sekolah dibandingkan de-
funtutan peran utama guru dalam kebijakan kurikulum. Se-

7. Kesimpulan
Pendekatan analisis wacana tentang bagaimana dokumen

kebijakan menggunakan bahasa dan strategi tekstual untuk meng- i, guru dan pemerhati pendidikan juga menanggapi bahwa
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i kritis pada dasarnya mencakup dua aspek. Per-
ognitif. Dalam hal ini, seorang individu dan peserta
memiliki kesadaran kritis berbasis kapasitas penge-
ﬁerupakan akumulasi proses pendidikan sehari-hari.
praksis. Pedadogi kritis tidak cukup hanya sebatas
huan, Pedadogi kritis juga menjelaskan bagaimana
tahuan yang sudah diperjuangkan tersebut dapat
praksis dalam bentuk tindakan konkret.’

opl kritis juga mengampanyekan perjuangan sosi-
usung semangat kelas yang anti-sexist, anti-rasis
sphiobic berdasarkan inisiatif kebijakan dan kurikulum.
iy mengkaji bagaimana pendidikan dapat menye-
bigi individu untuk mengembangkan potensinya dan
demokrasi, serta mengembangkan sebuah masyarakat
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